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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul  “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 29/DSN-

MUI/ VI/ 2002 Terhadap Penetapan Ija<rah pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat 

Koperasi Syariah Syirkah  Mu’awanah  (Puskopssim) NU Jawa Timur”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik Penetapan Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur?  Bagaimana Analisis Hukum 

Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan 

Ija<rah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur? 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Puskopssim 

NU Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dan wawancara (interview) yaitu suatu penggalian data dengan cara 

memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya terhadap 

peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data 

yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis dan dengan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, yang pertama Aplikasi akad 

pembiayaan dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur menggunakan akad 

qard{ dan ija>rah. Dalam prakteknya  Puskopssim NU Jawa Timur menentukan  besaran 

imbalan ija>rah berdasarkan pada besaran dana talangan qard{ yang diberikan kepada 

nasabah dan waktu yang diperlukan nasabah untuk melunasi dana talangan haji. 

Kedua Dalam Analisis hukum Islam praktik penerapan ija>rah yang berdasarkan 

besaran qard{ pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur, 

diperbolehkan karena telah sesuai dengan definisi, rukun dan syarat ija>rah, sedangkan 

menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan 

Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan, praktek penetapan ija>rah  pada akad Dana 

Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak sesuai, karena, jasa pengurusan 

haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur dipersyaratkan dengan 

pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa al-Ija>rah didasarkan pada 

besaran talangan al-Qard{  yang diberikan LKS kepada nasabah. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka untuk yang pertama, bagi para nasabah 

hendaknya selalu meminta penjelasan yang jelas tentang produk dana talangan haji 

dan penetapan ija>rahnya, kedua, bagi pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam produk 

pembiayaan dana talangan haji Sebaiknya tidak mempersyaratkan jasa pengurusan 

dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa al-Ija>rah didasarkan 

pada besaran talangan al-Qard. Bisa menggunakan sistem infaq ataupun sedekah para 

calon jamaah haji. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, dimana setiap umat 

Islam di seluruh belahan bumi semuanya berkeinginan untuk menunaikan 

apabila mereka diberikan kesempatan tak terkecuali umat Islam yang 

berada di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim 

terbesar di dunia. Haji sendiri adalah mengunjungi kota mekkah di negara 

Arab Saudi untuk melakukan {{}t}awaf, sa’i, wuquf  di Arafah dan ibadah-

ibadah lainnya yang merupakan rukun dari ibadah haji tersebut demi 

memenuhi panggilan Allah dan berharap ridho dari-Nya serta merupakan 

suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran 

yang rumit terlebih dahuku.1 Haji juga merupakan perwujudan sikap pasrah 

dan tunduk seorang hamba pada Tuhannya.  

Haji menjadi istimewa Karena menghimpun semangat rukun Islam 

selainnya. Selain ibadah jasmaniah selain shalat dan puasa, haji juga 

mencakup ibadah ma>liyyah (harta) seperti zakat Karena menuntut 

pengorbanan harta di jalan Swt. Selain itu haji pun merupakan perjuangan 

jiwa dan raga, setara dengan berjihad di jalan Allah Swt.2 

                                                           
1  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 5 (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 31. 
2 Nuruddin ‘Itr, Tuntas Memahami Haji dan Umrah (Jakarta: Serambi Semesta Distribusi, 2017), 

21.      
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Haji menjadi problem yang selalu aktual dari masa ke masa. Bukan 

hanya karena haji merupakan ibadah panjang, mahal dan memiliki tingkat 

partisipasi sangat tinggi, tetapi setiap kali musim haji tiba selalu muncul 

problem yang sulit diselesaikan secara komperhensif. Dari mulai antrian 

yang begitu panjang, fasilitas, hingga penentuan pembiayaan yang 

‘dianggap’ cenderung memiliki dimensi politis, karena harus ditentukan 

oleh DPR dalam waktu yang selalu berdekatan dengan pelaksanaan 

pemberangkatan ibadah haji.3 

Haji merupakan suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh setiap 

muslim yang mampu. Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi 

panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah 

dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam.4 

Sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Alquran surat Ali-imron ayat 

97, yang berbunyi : 

 وَمَن كَفَرَ فإََنه الِلّهَ غَنٌَِّ عَنَ الْعَالَمَيَ  وَلِلّهََ عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَ يْتَ مَنَ اسْتَطاَعَ إَليَْهَ سَبَيلًا ۚ…

… (۹۷) 

Artinya: “…mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam…”.5 

                                                           
3 Koeswinarno, Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dalam Memberikan Pelayanan dan 
Bimbingan Terhadap Jamaah Haji  (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian Agama RI, 2014), 01.   
4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh  (Jakarta: Prenada Media, 2003), 60. 
5 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 63. 
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  Kemampuan yang dimaksud disini ditinjau dari beberapa segi: 

Pertama, kemampuan Personal (Internal), harus dipenuhi oleh masing-

masing Individu antara lain: kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan 

ekonomi yang cukup, baik bagi dirinya maupun keluarga yang 

ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya 

tentang manasik haji. Kedua, Kemampuan umum (Eksternal), harus 

dipenuhi oleh lingkungan pemerintahan negara antara lain: peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas 

transportasi dan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan 

kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka 

perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Sanggup mengadakan perjalanan haji berarti menyangkut 

kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat 

yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan 

ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban 

untuk menunaikannya. Sanggup juga dapat diartikan orang yang sanggup 

mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani 

dan perjalanan pun aman.6 

Kaitannya dalam masalah kesanggupan (kemampuan), pada masa 

sekarang ini sebagian besar masyarakat telah memenuhi kemampuan 

kesehetan serta kemampuan keamanan. Namun karena terhalang 

                                                           
6 Ahmad Thib Raya dan Siti Musda Mulia, Menyelami Selik-Beluk Ibadah dalam Islam, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003), 239. 
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kemampuan finansial, banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi 

panggilan Allah Swt, dikarenakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 

yang tidak murah. Bagi sebagian orang yang hidupnya sederhana BPIH 

sebesar Rp. 25.000.000,00 merupakan biaya yang cukup besar. Mereka 

tidak mempunyai cukup dana untuk sekedar booking seat keberangkatan 

ibadah haji. 

Sebagai alternatif, agar umat Muslim Indonesia dapat memenuhi 

kebutuhannya dalam menunaikan ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, dimana fatwa 

tersebut memberikan solusi kepada umat Islam yang ingin melakukan 

ibadah haji namun terkendala kemampuan finansial, yakni melalui 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan BPIH. 

Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pembiayaan pengurusan haji oleh LKS yang menjadi dasar 

diperbolehkannya LKS mengelurkan produk talangan haji. 

Dewasa ini dunia perbankan syariah dan LKS mengalami 

perkembangan yang relatif pesat. Setiap perbankan syariah berlomba-

lomba untuk membuat produk-produk inovatif secara beragam, sehingga 

berdampak pada penggunaan akadnya. Untuk menjembatani kebutuhan 

masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, maka multi akad (al-’uqūd 

al-Ma>liyah al-Murakkabah) sebagai salah satu alternatif untuk 

memecahkan persoalan tersebut. Salah satu bentuk multi akad yang kini 
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marak digunakan dalam produk perbankan syariah adalah produk talangan 

haji.7 

Di mana dalam aplikasinya, setiap perbankan syariah berbeda-beda 

dalam memfasilitasi produk pembiayaan talangan hajinya. Diantara 

perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan talangan haji, yaitu: 

Bank Mega Syariah dengan akad qarḍ wal Ija<rah, Bank BTN Syariah 

dengan akad qarḍ, Bank BRI Syariah dengan akad qarḍ dan Ija>rah serta 

Bank Mandiri Syariah yang juga menggunakan akad qarḍ wal Ija>rah. 

Tidak mau ketinggalan dengan LKS lain .(Puskopssim) NU Jawa 

Timur mengeluarkan produk dana talangan haji sekitar satu tahun yang 

lalu. Akad yang digunakan sendiri ialah menggunakan akad qarḍ wal Ija>rah. 

akad qarḍ wal Ija>rah adalah pemberian pinjaman dari LKS kepada nasabah 

yang disertai dengan penyertaan tugas agar LKS menjaga barang jaminan 

yang diberikan oleh nasabah. 

Pada prakteknya dimana nasabah Koperasi Syariah atau calon 

jamaah haji diberikan pinjaman dana haji,dengan menggunakan akad qarḍ  

yakni akad pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. untuk menutupi 

kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat)  pada saat pelunasan BPIH 

di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar porsi haji yang 

dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapat kepastian untuk 

                                                           
7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cetakan Ketiga  (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2014), 25. 
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berangkat haji.8 Nasabah kemudian akan melunasinya sebelum 

keberangkatan hajinya dalam jangka waktu yang ditentukan. LKS tidak 

mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi mengambil keuntungan dari 

penggunaan akad Ija<rah, dengan mengambil upah jasa (ujrah/fee) dari 

biaya-biaya administrasi dana talangan haji dan sewa tempat terhadap 

penyimpanan barang jaminan dalam hal ini berkas nomor antrian haji 

dalam waktu tertenu, semakin lama waktu pelunasan BPIH semakin besar 

pula ujrah  yang dibebankan 

 Dengan munculnya produk talangan haji tersebut Memicu Dewan 

Syariah Nasional untuk mengeluarkan Fatwa MUI No 29/DSN-MUI/ 

IV/2002. Tentang pembiayaan pengurusan haji, LKS adalah sebagai 

berikut : dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh 

imbalan jasa (ujrah), jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak 

boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besaran imbalan 

Ija<rah (ujrah/fee) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Qard{ yang 

diberikan LKS kepada nasabah.9 

Jadi dari permasalahan di atas berdasarkan latar belakang peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang, apakah Praktek produk Dana Talangan 

Haji di Puskopssim NU Jawa Timur sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, 

sebagaimana yang menjadi keputusan Fatwa DSN-MUI. Maka dari itu 

                                                           
8Suyanto Thomas, Kelembagaan Perbankan Edisi 3 (Jakarta: STIE Perbanas, Gramedia Pustaka 

Utama, 2003),49. 
9 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional  (MUI), jilid 1 edisi 

revisi (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 176 
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penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul “Analisis 

Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 Terhadap 

Penetapan Ija<rah pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi 

Syariah Syirkah  Mu’awanah  (Puskopssim) NU Jawa Timur”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya 

sebagai berikut: 

a. MUI menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. 

b. Akad-akad yang digunakan oleh LKS dalam produk pembiayaan 

talangan haji. 

c. Penerapan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pembiayaan pengurusan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

d. Problematika yang dihadapi Puskopssim NU Jawa Timur terhadap 

penerapan fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pembiayaan pengurusan haji. 

e. Persamaan dan perbedaan produk pembiayaan dana talangan haji 

antar satu LKS dengan yang lain. 

f. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-

MUI/VI/2002terhadap Praktik Penetapan  Ija<rah pada akad dana 

talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

2. Batasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis 

dalam mengidentifikasi masalah, agar pembahasan dalam penelitian ini 

tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah yakni: 

a. Penerapan akad qarḍ al-h}asan dan Penetapan besaran Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di .(Puskopssim) NU Jawa Timur. 

b. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-

MUI/VI/2002 terhadap  penetapan Ija<rah pada akad dana talangan 

haji di Puskopssim NU Jawa Timur  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Praktik Penetapan Ija<rah pada akad dana talangan haji di 

Puskopssim NU Jawa Timur?  

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan Ija<rah pada akad dana 

talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini merupakan 
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pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.10 

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis 

menemukan dan membaca skripsi antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatun Nadifah, yang berjudul “Studi 

Penerapan Akad Qarḍ Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN 

Syariah Cabang Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam”, pada skripsi 

tersebut membahas tentang bagaimana implementasi dari akad qard ̣ 

dalam pembiayaan dana talangan haji di BTN Syariah Cabang 

Surabaya, yang di gunakan untuk memperoleh seat porsi haji, di mana 

dalam memberikan pinjaman (Qard}) BTN Syariah (muqrid}) 

membebankan biaya administrasi yang jumlahnya tergantung pada 

besaran pinjaman (Qard}) kepada nasabah talangan haji (muqtarid}).11 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis terletak pada objek penelitian yakni produk pembiayaan haji 

dan akad yang digunakan dalam akad dana talangan haji yakni akad 

Qard ̣. Sedangkan perbedaan terletak dianalisis, penulis tidak hanya 

memakai hukum Islam tetapi juga menggunakan Fatwa DSN MUI No. 

29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis yang dipakai didalam penelitian 

ini dan lokasi penelitian. 

                                                           
10 Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 

Edisi Revisi IV  (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012),8. 
11 Hidayatun Nadifah, Studi Penerapan Akad Qard} pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN 

Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah 

IAIN Sunan Ampel, 2012). 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yeni Chanita Sari, yang berjudul 

“Tinjauan mas ̣laḥah terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah 

Sidoarjo”, pada skripsi tersebut membahas tentang Penerapan fatwa 

DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan 

haji BRI Syariah Sidoarjo yang mengunakan akad Qarḍ  dan Ija>r>ah, 

akad qarḍ, digunakan untuk biaya booking seat pelaksanaan ibadah 

Haji nasabah sedangkan, akad Ija<rah digunakan untuk jasa pengurusan 

pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syariah Sidoarjo.12 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis terletak pada objek penelitian yakni produk pembiayaan haji. 

Sedangkan perbedaan terletak dianalisis, penulis tidak mengunakan 

analisis maṣlaḥah tetapi memakai hukum Islam dan Fatwa DSN MUI 

No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis yang dipakai didalam 

penelitian ini dan lokasi penelitian. 

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Syaiful Hidayat, yang berjudul “Dana 

Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 tahun 2002 tentang 

bagaimana implementasi Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 

Keuangan Syari’ah”, pada skripsi tersebut membahas tentang 

bagaimana implementasi dari fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 

tentang bagaimana implementasi Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, 

                                                           
12 Ayu Yeni Chanita Sari, Studi Penerapan Akad Qard ̣ Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di 

BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam, Skripsi (Surabaya: Fakultas 

Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013). 
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yang mengunakan akad Qarḍ dan Ija>rah.13 Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada objek 

penelitian yakni produk pembiayaan haji dan menggunakan Fatwa DSN 

MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis. Sedangkan perbedaan 

terletak pada jenis penelitian, dimana penulis melakukan penelitian 

lapangan bukan penelitian pustaka. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian yang 

terdahulu terletak pada produk pembiayaan di LKS yakni produk 

pembiayaan pengurusan ibadah haji yang biasa disebut dengan produk 

Dana Talangan Haji dan penggunanaan dasar analisis yakni Fatwa DSN 

No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. 

Adapun perbedaannya peneliti menggunakan judul “ Analisis Hukum 

Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002terhadap 

Praktik Penetapan  Ija<rah pada akad dana talangan haji di Pusat 

Koperasi Syariah Syirkah Mu’awanah  (Puskopssim) NU Jawa Timur” 

dan lokasi penelitian dilakukan di Puskopssim NU Jawa Timur yang 

beralamatkan di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya. 

 

 

                                                           
13 M. Syaiful Hidayat, Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 tahun 2002 tentang 

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah, Skripsi  (Jogyakarta: Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi terhadap  Penetapan 

Ija<rah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Hukum Islam dan Fatwa 

DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002terhadap Praktik Penetapan 

Ija<rah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu secara teoritis dan praktis. 

 Manfaat secara teoritis yaitu:  

1. Sebagai sumbangan kepemikiran secara teoritik ekonomi Islam. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan informasi pembanding bagi pihak yang 

terkait dengan dana talangan Haji 

3. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang 

akan datang. 

Manfaat secara praktis yaitu: 

1. Memberikan gambaran implementasi terhadap  Penetapan Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

2. Digunakan sebagai dasar untuk memperkuat operasional Puskopssim 

NU Jawa Timur. 
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G. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN 

MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan  Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur”. Untuk lebih 

memahami tentang judul dari judul ini, dan untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan 

menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul skripsi ini. 

1. Hukum Islam    : Ki}tab (kalam) Allah yang mengatur amal 

perbuataan Mukallaf, baik berupa perintah, larangan 

ataupun anjuran untuk melakukan atau anjuran 

untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi mukallaf  

untuk memilih antara melakukan atau tidak 

melakukan, atau ketentuan yang menetapkan 

sesuatu sebagai sebab, syarat, atau 

mani’(penghalang).14 Dalam hal ini, yang dimaksud 

adalah hukum yang mengatur tentang  akad al-Ija<rah 

dan qarḍ al-h}asan baik berupa Qur’an, Hadist dan 

Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pembiayaan pengurusan haji. Dimana dalam fatwa 

tersbut LKS dapat memberikan dana talangan haji 

pada nasabah dengan konsep qarḍ al-h}asan dan LKS 

                                                           
14 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2009) 36. 
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dapat memperoleh imbalan jasa  (ujrah) berdasarkan 

prinsip al-Ija<rah. Besaran al-Ija<rah tidak boleh 

didasarkan pada jumlah talangan qarḍ al-h}asan  yang 

diberikan LKS pada nasabah. 

2.  Fatwa DSN : Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang   

merupakan tanggapan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan 

tidak mempunyai  daya ikat. (eksiklopedi Islam) 

dalam hal ini Fatwa DSN No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. 

             3. Dana Talangan Haji  : Pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang untuk  

 ditunjukan kepada nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang 

ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk 

mendapatkan nomor seat porsi haji. Dalam ini di 

Puskopssim NU Jawa Timur menggunakan akad 

Qard}} dan Ija>rah. 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di  Puskopssim NU Jawa Timur 

yang beralamatkan  di Jalan Masjid Al-Akbar  Timur No. 9 Surabaya. 

2. Jenis Penelitian  
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Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.15 Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.16 Penelitian kualitatif 

deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan 

mencatat apa yang ada dalam objek penelelitian kemudian 

memasukannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.17 

Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif 

dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui 

informasi terkait pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh 

Puskopssim NU Jawa Timur pada nasabah koperasi atau calon jamaah 

haji. 

3. Data yang dikumpulkan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:  

a. Data tentang mekanisme pembiayaan dana talangan haji di  

Puskopssim NU Jawa Timur. 

b. Data tentang ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. 

4. Sumber Data 

                                                           
15 Nasution, Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)  (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113. 
16 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), 4. 
17 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 12. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.18 Dalam 

penelitian ini, yakni: 

1. Wakil Sekertaris di Puskopssim NU Jawa Timur 

2. Pegawai Puskopssim NU Jawa Timur 

3. Nasabah dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur 

4. Dokumen-dokumen terkait Pembiayaan Dana Talangan Haji 

5. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

pembiayaan pengurusan haji. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.19 

Sumber ini merupakan Sumber yang bersifat membantu atau 

menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan 

penjelasan mengenai sumber-sumber data Primer, Footnote, dan 

beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah 

Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan Puskopssim NU 

Jawa Timur. Dalam penelitian ini, yakni : 

1. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 5. 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2016), 225. 
19 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.   
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2. Nuruddin ‘Itr dan Koeswinarno, tentang Haji dan Umrah. 

3. Ahmad Thib Raya dan Siti Musda Mulia, Menyelami Seluk-

Beluk Ibadah dalam Islam. 

4. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek. 

5. Suyanto Thomas, Kelembagaan Perbankan Edisi 3 

5. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian dalam Penelitian ini adalah semua Pihak yang 

dapat memberikan informasi tentang penetapan Ija<rah dalam 

Pembiayaaan Dana Talangan Haji yang dijalankan Puskopssim NU 

Jawa Timur, yakni : 

a. Wakil Sekertaris di Puskopssim NU Jawa Timur. 

b. Pegawai Puskopssim NU Jawa Timur. 

c. Nasabah dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data adalah mengumpulkan data secara 

rill (nyata) yang digunakan untuk penelitian, bukan yang disebut dalam 

literatur metodologi penelitian.20 Dalam penelitian dibutuhkan data 

yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan 

data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat 

mengangkat data yang dibutuhkan. 

                                                           
20 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 10. 
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Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai beikut: 

a. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) merupakan cara yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu.21 Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya 

jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan Dana 

Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur. Dalam hal ini 

peneliti bertanya langsung kepada beberapa pihak, yaitu: 

1. Wakil Sekertaris di Puskopssim NU Jawa Timur. 

2. Pegawai Puskopssim NU Jawa Timur. 

3. Nasabah dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan 

cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.22 Dalam hal ini, peneliti 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan 

atau dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dana talangan 

haji. 

7. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
21 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95. 
22 Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi  (Jakarta: 

Logos, 1998), 60. 
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Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu 

diolah. Adapun Teknik yang digunakan untuk pengolahan data antara 

lain: 

a. Editing adalah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. 

Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah 

diperoleh.23 Dalam penelitian ini digunakan untuk dalam hal 

pengumpulan data-data tentang pembiayaan dana talangan haji di 

Puskopssim NU Jawa Timur. 

b. Organizing adalah menyusun dan mensistematiskan data yang 

diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan 

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara 

jelas tentang praktek penetapan Ija<rah dalam akad dana talangan 

Puskopssim NU Jawa Timur. 

c. Coding, adalah usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa 

data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih 

fungsional.24 Dalam hal ini digunakan untuk mengklasifikan data-

data yang berhubungan dengan produk pembiayaan dana talangan 

haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

d. Tabulating data, adalah memasukan data kedalam table-tabel 

tertentu menurut kebutuhan analisis.25 Dalam hal ini digunakan 

                                                           
23 Soeratno, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis  (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

1995), 127. 
24 Ibid., 129. 
25 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitif  (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 

271. 
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untuk menggambarkan besar Ija>rah yang bergantung pada besaran 

pinjaman dana talangan haji yang diberikan di Puskopssim NU 

Jawa Timur. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.26  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti 

melakukan penelitian lapangan tentang praktek penetapan Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. Adapun 

metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

Deskriptif Analisis dengan mengedepankan pola piker deduktif, yaitu 

mengambarkan hasil penelitian diawali dengan pengertaian, teori atau 

dalil yang bersifat umum yang berkaitan dengan Ija<rah dan qarḍ al-

h}asan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 

tentang pembiayaan pengurusan haji. 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan mengambarkan keadaan subjek atau 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2016), 244. 
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objek penelitian (seseorang, Lembaga,masyarakat dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.27 

Dengan Diskriptif analisis, peneliti mendeskripsikan informasi 

apa adanya sesuai dengan variable-variabel yang diteliti. Dan dalam hal 

ini peneliti akan mendiskripsikan tentang Analisis Hukum Islam dan 

Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik 

Penetapan Ija<rah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa 

Timur. Disamping itu peneliti menganalisa adanya masalah dalam 

pelaksanaanya serta memberikan saran dan alternatife pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

I. Sistematika pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis 

membagi bahan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab 

dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami 

hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini agar terarah dan tersusun rapi. 

Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab yang akan 

penulis uraikan di bawah ini; 

Dalam bab pertama adalah pendahuluan, penulis menguraikan latar 

belakang timbulnya masalah penelitian, identifikasi dan Batasan masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

                                                           
27 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Bandung: Media Press, 1999) 23. 
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penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan 

pada bab-bab berikutnya. 

Kemudian ,dalam ,bab ,dua ,adalah ,akad dana talangan haji di 

Puskopssim NU Jawa Timur. ,Pada ,bab ,ini, ,penulis ,akan ,memuat 

,tentang ,akad-akad yang digunakan dalam akad dana talangan haji di 

Puskopssim NU Jawa Timur. Yakni,  ,Ija<rah ,dan ,qarḍ ,al-h}asan ,dalam 

,hukum Islam ,dan ,Fatwa ,DSN ,MUI ,No. ,29/DSN-MUI/VI/2002 

Pada ,bab ,ketiga ,adalah ,Produk  dana talangan haji di Puskopssim 

NU Jawa Timur ,terkait ,latar ,belakang ,berdiri, ,visi ,dan ,misi, ,struktur 

,organisasi, ,produk-produk, ,mekanisme ,Penetapan ,Ija<rah ,pada ,akad 

,dana ,talangan ,haji , 

Pada bab keempat adalah Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN 

MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan  Ija<rah pada 

akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

Pada bab kelima ini adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban 

atas rumusan masalah. 
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BAB II 

AKAD DANA TALANGAN HAJI DI PUSKOPSSIM NU JAWATIMUR 

A. HUKUM ISLAM 

1. QARD{  

a. Pengertian Qard{ 

Secara etimologi qarḍ berasal dari kata al-Qa}t’u  yang memiliki arti 

memotong. Disebut memotong karena terjadi pemotongan sebagian 

dari harta kekayaan orang yang memberikan pinjaman (lender ) dengan 

memberikan pinjaman  (loan) kepada penerima pinjaman (borrower).28 

Kemudian kata tersebut digunakan sebagai bahasa kiasan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berarti pinjam meminjam antar sesama. 

Dalam Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah qarḍ memiliki 

arti simpanan.29  Sedangkan Ahmad Asy-Syarbasyi mengartikan al-

qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan.30 Dalam literatur fiqih klasik, qarḍ diartikan 

sebagai akad tat}awwu’i atau akad saling membantu dan bukan 

                                                           
28 Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya  (Jakarta: 

Kencana, 2014), 342. 
29 Habib Nazir dan M Hasanudin, Ensiklopedi dan Bank Syariah (Bandung: Kaki Langit, 2004), 

480. 
30  Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001), 131. 
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transaksi komersial31. Secara umum al- qarḍ adalah pinjaman yang 

diberikan  kepada nasabah (muqtarid{ ) yang memerlukan{.32 

Sedangkan pengertian secara terminologi qard} berarti pemberian 

harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah 

yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan atau tambahan.33 Atau transaksi pinjaman murni tanpa bunga 

ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya 

wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang 

akan datang.34 Menurut Bank Indonesia (1999), qard} adalah akad 

pinjaman dari bank (muqrid{ ) kepada pihak tertentu (muqtarid{ ) yang 

wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.35 

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan 

pendapatnya tentang makna dari qard}. Pendapat para ulama fiqih 

tersebut antara lain adalah: 

1. Ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa qard} adalah menyerahkan 

sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan 

manfaatnya.36 

                                                           
31  Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyaakarta: UII Press, 

   2004), 184. 
32  Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.19/DSN-MUI/IV/2001. 
33 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

131. 
34 Ascaya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), 121. 
35 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 

27. 
36 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, jilid IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286. 
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2. Ulama Hana>fiyah berpendapat bahwa qard} adalah harta yang 

diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang 

sama.37 Misalnya seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, 

biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur. 

Tidak diperbolehkan melakukan qard} atas harta yang tidak 

memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu 

dan biji-bijian yang memiliki perbedaan yang menyolok, karena 

tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.38 

3. Ulama Sya>fi’iyah. Mareka berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan qard} adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi 

dengan sesuatu yang sama.39 

4. Ulama H}ana>bilah pendapat mereka qard} berarti menyerahkan harta 

kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan 

dengan harta serupa sebagai gantinya.40 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa qard} 

adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama 

(muqrid{) menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti 

meminjamkan kepada pihak kedua (muqtarid{ )  sebagai peminjam atau 

orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali 

harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan. 

                                                           
37 Ibid., 287. 
38 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 

377 
39  Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, jilid IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 288. 
40 Ibid.  
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b. Landasan Hukum al-Qard{ 

Adapun hukum memberi hutang atau pinjaman berbeda-beda 

tergantung latar belakang, situasi dan kondisinya. Secara umum hukum 

memberi pinjaman atau hutang hukumnya sunnah sebab memberi 

hutang merupakan salah satu cara untuk meringankan beban orang lain. 

Memberi hutang atau pinjaman menjadi wajib jika orang yang hendak 

berhutang (muqtarid{) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan 

hidupnya. Jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang 

membahayakan bagi muqtarid{. Dan memberikan pinjaman bisa haram 

jika diyakini bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk 

kemaksiatan.41 berdasarkan fatwa DSN (dewan syariah naisional) 

bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut: 

1) Qard{ menghasilkan penetapan pemilikan, jika seseorang 

meminjamkan mobil, muqtarid{ berhak untuk menyimpan, 

memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. 

2) Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad Qard{ harus dilakukan 

didaerah tempat Qard{ itu disepakati, penyelesaian akad Qard{ sah 

dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau 

memang disepakati demikian. 

                                                           
41 M. Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf  (Penerjemah arab oleh Zainuddin Almalibari, 

fath al-mu’in bi syarhi qurrat al-ain, Semarang: Toha Putra, tt), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 

2007), 104-105. 
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3) Islam juga mengajarkan agar pemberian Qard{ oleh muqrid{ tidak 

dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan 

oleh muqtarid{ kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan 

mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah 

temannya tersebut. Namun jika si peminjam (muqrid{) itu 

memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, 

hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah. 

d. Qard{ juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. 

Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada 

temanya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.42 

1) Landasan Hukum Qard} dalam Alquran 

a) Surat al-Baqarah ayat 245 

ُ يَ قْبَضُ  َ قَ رْضاا حَسَناا فَ يُضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافاا كَثَيرةَا ۚ وَالِلّه  وَيَ بْسُطُ مهن ذَا الهذَي يُ قْرَضُ الِلّه

   وَإلَيَْهَ تُ رْجَعُونَ  

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka 

Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”43 

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang mau 

memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara menafkahkan 

sebagaian hartanya di jalan Allah, maka Allah berjanji akan 

mengembalikan dan melipat gandakan pinjaman tersebut serta akan 

                                                           
42 ismail Nawawi, Fiqih Muamalah  (surabaya: VIV Grafika, 2010), 112 
43Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 40. 
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melapangkan rizkinya. 

b) Surat al-H}adi<d ayat 11 

َ قَ رْضاا حَسَناا فَ يُضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريٌَ      مهن ذَا الهذَي يُ قْرَضُ الِلّه

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang 

banyak.”44 

 

 Ayat di atas menjelaskan  beramal yang dilakukan demi Allah. Ia 

adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar 

dengan berlipat ganda. Allah swt akan melipat gandakan pembayaran 

hingga mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih, selain meminjamkan 

kepada Alllah, kita juga diperintahkan untuk memberikan pinjaman 

kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat 

(civil society ).45  

 

c) Surat al-Ma}idah ayat 2 

ثَْ   وَالت هقْوَىٰ  وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبََِ ...   ) )... ۲وَالْعُدْوَانَ  وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الَْْ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran...”46  

 

Ayat ini menjelaskan tentang perintah tolong menolong 

antar sesama manusia, dalam prinsip al-Qard{  dalam praktik 

                                                           
44 \Ibid., 539. 
45 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001), 131. 
46 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002),107. 
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kerelaan seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa 

sesorang itu diperintahkan memberi pinjaman kepada orang lain 

yang membutuhkan. Dan ayat ini berlaku secara umum terhadap 

segala bentuk pinjaman.  

 

 

2) Landasan Hukum dalam Hadis 

 : مَنْ نَ فهسَ عَنْ مُسْلَمٍ كُرْبةَا  لمرَسُوْلُ الله صعَنْ أَبَِ هُرَيْ رةََ رَضَيَ الله عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ 

نْ يَا نَ فهسَ الله عَنْهُ كُرْبةَا مَنْ كُرَبَ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ مَنْ يَسهرَ عَلَى مُعْسَرٍ يَسهرَ    مَنْ كُرَبَ الدُّ

نْ يَا الله ا سَتَ رهَُ الله  عَلَيْهَ فَِ الدُّ نْ يَا وَالآخَرةََ وَالله فَِ عَوْنَ وَلآخَرةََ وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلَما  فَِ الدُّ

 أَخَيْهَ )أخرجه مسلم(  الْعَبْدَ مَاكَانَ الْعَبْدُ فَِ عَوْنَ 

Abu Hurairah berkata, : “Rasulullah SAW. telah bersabda, 

Barang siapa melepaskan dari seoang muslim satu kesusahan dari 

kesusahan-keseusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari 

kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi 

kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan 

memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang 

siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi 

(aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong 

hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. 

Muslim)47 

اقَ رْضااعَنَ ابْنَ مَسْعُودٍأنه الن هبَََ صلَى الله عَليْهَ وسَلهمَ قاَلَ:مَامَنْ مُسْلَمٍ يُ قْرَضُ   مُسْلَما

 مَرهتَ يَْ إَ الَهكَانَ كَصَدَقتََهَامَرهةا. )رواهابن ماجه(

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “ 

tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada 

muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali” (HR. 

Ibnu Majah ) 

                                                           
47 Abu> H}usai<n ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qushai<ri< al-Nai<saburi<, S{ah{i<h{ Muslim, Juz II (Beiru>t: Da>r 

al-Fikr, t.th), 128. 
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Maksud dari hadits tersebut adalah ketika memberi 

pinjaman uang orang lain harus dengan ikhlas tanpa pamrih dan 

tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan dalam akad 

pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan meminta 

tambahan karena mensyaratkan tambahan dalam pengembalian itu 

riba. 

3) Landasan Hukum dalam Ijma’ 

Para ulama telah menyepakati bahwasanya qard{  boleh 

dijalankan. Qard{  diperbolehkan karena qard{   memiliki sifat sunnah  

(dianjurkan) bagi orang yang menghutangi (muqrid{) dan mubah bagi 

orang yang berhutang (muqtarid{).48 Meskipun demikian, para ulama 

Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qard{  dan 

tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak 

meminjamkannya. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia 

sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya 

tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu pinjam 

meminjam sudah menjadi satu bagian kebutuhan dalam kelangsungan 

kehidupan di dunia ini. Dan Islam agama yang sangat memperhatikan 

segala kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya 

pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia untuk 

melangsungkan kehidupannya, karena diantara umat manusia tersebut 

                                                           
48 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (terj): Abdul Hayyi Al-Kattani,dkk  (Jakarta: 

Gema Insani Darul Fikir), 374. 
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ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Dengan demikian 

orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan pinjaman dari 

pihak yang berkecukupan.49  

c.  Rukun dan Syarat Qard} 

Seperti semua jenis akad jual beli, akad qard{  juga merupakan 

perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu qard{ juga memiliki 

rukun utama dan syarat sahnya transaksi. Seperti halnya jual beli, rukun qard} 

juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut H}ana>fiyah, rukun qard} adalah 

ija>b dan qabu>l. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qard} adalah a>qid 

(muqrid} dan muqtarid}), ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang), dan s}i<ghat (ija>b dan 

qabu>l).50 Menurut Wiyono rukun qard{  terdiri dari:51 

1) Pihak yang Meminjam (muqtarid{) 

2) Pihak yang memberikan pinjaman (muqrid{) 

3) Dana atau barang yang dipinjamkan (Ma’qu>d ‘alaih) 

4) S}i<ghat (ija>b dan qabu>l)  

Adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam qard} adalah : 

1. A<qid  

Orang yang berakad, yaitu muqrid (}pihak pertama adalah orang 

yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan muqtarid} (pihak kedua 

                                                           
49 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224. 
50 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 276. 
51  Wiyono, Slamet, Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK 

dan PAPSI (Jakarta: Grasindo, 2005), 29. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta), 

memiliki sifat ahliyah, yaitu cakap dalam bertindak hukum, seperti baligh 

dan berakal. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 

orang gila, orang yang di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau 

lainnya. .52 

2. Ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang) 

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Ma>likiyah, Sya>fi’iyah, dan 

Hana>bilah, yang menjadi objek dalam qard} sama dengan objek akad salam, 

baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (mauzu>na>t), 

maupun qi<miya>t (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), 

seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau 

dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh 

juga dijadikan objek akad qard}. Sedangkan, H}ana>fiyah mengemukakan 

bahwa ma’qu>d ‘alaih hukumnya sah dalam ma>l mithli<. Namun, barang-

barang qi<miyat seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek qard}  karena sulit 

mengembalikan dengan barang yang sama.53 

3. S}i<ghat (ija>b dan qabu>l)  

Ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 

sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 

yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam 

                                                           
52 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 
53 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Amzah, 2010) 278. 
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pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 

sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 

berhadapan, seperti dalam akad salam.54  

Ijab qabul disebut juga s}i>ghat al-‘aqdi, yaitu perkataan yang 

menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi 3 

unsur : 

a. Harus terang pengertiannya 

b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.- 

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan.55 

S}ighat  ija>b bisa dengan menggunakan lafal qard} (utang atau 

pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti 

kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan 

ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” 

Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, 

melainkan pemberian utang yang harus dibayar.56 

d. Macam-macam Qard 

Akad qard} dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari 

segi subjeknya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan 

dari segi waktu pelunasannya.57 

                                                           
54 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 
55 M. Hasby as}-S}iddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 24. 
56 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Amzah, 2010), ,278. 
57 Khoirul Faiq, “al-Qardh”, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, diakses 13 September 

2018. 

http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html
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1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat 

dibedakan atas: 

a. Duyu>n Alla>h (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib 

dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-

orang tertentu yang berhak menerimanya. 

b. Duyu>n al-‘iba>d  (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang 

yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang 

berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang 

berutang tidak mampu membayarnya. 

2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat 

dibedakan atas: 

a. Duyu>n al-s}i<hah, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat 

dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan 

pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia 

sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum 

terlalu parah. 

b. Duyu>n al-marad, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas 

pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah 

yang beberapa saat kemudinan meninggal, atau pengakuan yang 

diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam 

tindak pidana pembunuhan. 

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas: 
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a. Duyu>n al-h}alah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu 

pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus 

dibayar dengan segera. 

b. Duyu>n al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo 

dan tidak mesti dibayar dengan segera. 

e. Aplikasi Qard} dalam Perbankan Syariah 

Akad qard} biasanya diterapkan sebagai berikut: 

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti 

loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang 

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya 

itu. 

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan 

ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam 

bentuk deposito. 

3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil 

atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini 

telah dikenal suatu produk khusus yaitu qard}-hasanah.58 

                                                           
58 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 133. 
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4. Sebagai dana talang untuk janga waktu singkat, maka nasabah akan 

mengembelikannya dengan cepat, seperti compensating balance 

dan factoring (anjak piutang).59 

Pinjaman qard}  biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya 

sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami 

overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket 

pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi 

qard} dalam perbankan ada empat hal : 

1. Sebagai pinjaman talangan haji. 

2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. 

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.60 

f. Berakhirnya Akad Qard{ 

Akad qard}  berakhir apabila objek akad pada muqtarid{ (orang 

yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid{  

(pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau 

waktu yang telah disepakati pada saat akad.61 

Akad qard}  juga berakhir apabila dibatalkan oleh para pihak 

yang berakad dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dan 

                                                           
59 Gemala Dewi,  Hukum Perikatan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 

2007), 159. 
60 Ibid., 59. 
61 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya  
(Jakarta: Kencana, 2014), 346. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

apabila muqtarid{ (orang yang meminjam) meninggal dunia, maka qard{ 

atau pinjaman  yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. 

Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qard{  

dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid{  (pemberi pinjaman) 

menghapus hutang tersebut dan mengganggapnya lunas. 

2. IJARA<H   

A. Pengertian Ijara>h 

Secara etimologi atau bahasa Ijara>h berasal dari kata al-Ajru> yang 

berarti al-‘Iwadh atau penggantian.62 menurut istilah ilmu fikih disebut 

al-ajru>. Yang dimaksud upah (الَجر) ialah suatu pemberian baik berupa 

uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas 

jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk 

kepentingan orang yang memberikan pekerjaan.63 Sedangkan menurut 

terminologi atau istilah Ijara>h adalah akad pengalihan hak penggunaan 

atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan 

kompensasi pembayaran uang sewa atau ujra>h  tanpa diikuti oleh 

perubahan kepemilikan atas barang tertentu.64 

Sementara itu, para ulama madzhab sendiri berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan Ijara>h . menurut ulama Sya>fi’iyah mendefinisikan akad 

Ijara>h  sebagai suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat 

                                                           
62 Abdur Rahman Ghazaly, M.A dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 277. 
63 Amir Abyan, Fiqih (Semarang: Karya Toha Putra, 1977), 147. 
64 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar II (Jakarta:Kalam Mulia, 1995), 12. 
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yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan 

cara memberi imbalan tertentu.65 Sedangkan Ulama Ma>likiyah 

berpendapat bahwa Ijara>h adalah Nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan. Sementara itu, Ulama Hana>fiyah berpendapat bahwa Ijara>h 

adalah Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui 

dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.66 

Menurut Fatwa DSN al- Ijara>h  adalah akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad Ijara>h 

tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja 

dari yang menyewakan kepada penyewa.67  

Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan Ijara>h  sebagai suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam buku 

beliau menerangkan dimana akad tersebut hanya sekedar mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. Seperti halnya, penyewaan rumah, 

apabila terjadi kerusakan atas rumah tersebut maka salah satu dari kedua 

belah pihak tersebut dapat melakukan pengambilan manfaat dengan jalan 

penggantinya.68  

                                                           
65 Asy- Sarbaini al- Khatib, Mughni al- Mukhtaz, jilid II (Beirut: Dar al- Fikr,1978), 223. 
66 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 115. 
67 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 2005), 147. 
68 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 12 (Jakarta:Al-Ma’arif, 1987), 14. 
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Jadi menurut, penulis Ijara>h adalah akad sewa menyewa barang atau 

jasa antara pihak pemberi sewa (mu’ajir) dengan penerima sewa 

(musta’jir ) untuk memperoleh manfaat atas objek sewa (ma’jur) dalam 

jangka waktu tertentu dengan disertai adanya upah atau ujra>h dari 

musta’jir  kepada mu’ajir tanpa diikuti pemindahan kepemilikan objek 

sewa. 

B. Landasan Hukum Ijara>h 

Landasan hukum Ija>rah terdapat pada Alquran, Hadist dan Ijma’. 

1. Landasan hukum Ija>rah  yang terdapat dalam Alquran yakni: 

a. Surat al-Talaq ayat 6 

Allah Swt berfirman : 

 (٦)  …اتوُهُنه أُجُورَهُنه   َ فإََنۡ أرَۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ  …

Artinya: “…Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, 

maka berikanlah upah…”.69 

 

Ayat di atas menjelaskan apabila sesorang menyewa jasa 

seseorang dalam hal ini untuk meyusui anak-anak mereka, maka 

orang tersebut harus memberikan  upah kepada yang menyusui. 

b. Surat al- Qashash ayat 26 

بََتَ ٱسۡتَ  هُمَا يَأَٰ  قاَلَتۡ إَحۡدَى ٰ
ۡ
رَ مَنَ ٱسۡتَ     جَرۡهُُۖ إَنه خَي ۡ

ۡ
 (٢٦جَرۡتَ ٱلۡقَوَيُّ ٱلَۡۡمَيُ )  

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata,” wahai 

ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 

                                                           
69 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 560. 
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Ayat di atas menjelaskan apabila sesorang memperkerjakan 

seseorang hendaknya mereka mencari yang terbaik yang kuat secara 

fisik dan dapat dipercaya.70 

2. Landasan hukum Ija>rah  yang terdapat dalam Hadist yakni: 

Rasulullah SAW bersabda: 

 ) رواىابن ماج ( ُ عَرَقَو يَََفه  أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ أعَْطوُْا الَۡجَيْ رَ 

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering 

keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).71 

 
 (رواه عبد الرزاك)  هُ أُجْرَ  فَ لْيُ عْلَمْهُ  مَنَ اسْتَجَارَ أَجَيْ راا

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya 

ia menentukan upahnya “(HR. Abd ar-Razzaq dari Abu  Hurairah 

dan Abu Sa’id al-Khudri).72 

 

3. Landasan hukum Ija>rah  menurut Ijma yakni: 

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat bahwa i>jarah 

diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.73 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah   

Ija>rah  memiliki persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari 

definisi di atas, di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta. 

Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya ija>rah   juga memiliki 

syarat yang berdekatan dengan jual beli. 

                                                           
70 Ibid., 389. 
71 Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram (terjemahan: Irfan Maulana Hakim) (Bandung: 

    Khazanah, 2010), 374. 
72 Ibid., 374. 
73 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 116. 
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Menurut ulama Hanafiyah, rukun ija>rah  adalah i>ja>b dan qabul, 

adapun jumhur ulama, rukun ija>rah   ada 4, yaitu: 

1. A<qid (orang yang berakad). 

2. Si<ghat (i>ja>b dan qabu>l). 

3. Ujrah (upah/sewa). 

4. Manfaat.74 

Adapun syarat ija>rah, yakni; 

a. A<qid (orang yang berakad). 

Orang yang terlibat akad dalam akad ija>rah, yakni: pihak 

pemberi sewa (mu’ajir) dan penerima sewa (musta’jir). Agar akad 

Ijara>h sah para pihak yang berakad harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1) Baligh dan Berakal 

Menurut ulama Sya>fi’iyah  dan Hanabilah orang yang 

berakad disyaratkan baligh dan berakal. Oleh karena itu, bagi 

orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil 

dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan 

ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa orang yang berakad 

itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz  

(yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk) dapat 

                                                           
74 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya: UINSA Press, 2014), 129. 
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melakukan akad Ijara>h dengan syarat adanya persetujuan dari 

walinya.75 

Dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia telah 

dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 

adanya kecakapan dari orang yang melakukan perikatan. 

Syarat dalam KUH Perdata sama dengan syarat tamyi>s dari 

rukun pertama akad dalam Hukum Islam.76 

2) Saling Ridha (suka sama suka) 

Agar akad ijara>h yang dilakukan sah, seperti juga 

halnya dalam jual beli, disyaratakan kedua belah pihak 

melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari 

paksaan dari pihak manapun. Jika di antara salah satu pihak 

secara terpaksa dalam melakukan akad, maka akad tersebut 

tidak sah. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, 

maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid.77 

b. Si<ghat (i>ja>b dan qabu>l) 

Persyaratan Si<ghat dalam ija>rah sama halnya dengan 

persyaratan Si<ghat dalam jual beli. Akad ija>rah tidak sah 

apabila antara i>ja>b dan qabu>l tidak bersesuaian, misalnya 

tidak bersesuaian antara objek akad dan jangka waktu. I>ja>b 

                                                           
75 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 73-74. 
76 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 106. 
77 Muhammad Nawawi, Tausyiah ‘Ala Ibni Qosim (Surabaya: Maktabah Al-hidayah,tt), 116. 
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disyaratkan jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan 

lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad 

yang dikhendaki, begitu halnya dengan qabu>l harus jelas 

maksud dan isinya akad.78 

c. Ujrah (upah/sewa). 

Sesuatu yang dijadikan upah atau imbalan dalam 

akad ija>rah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta 

dalam pandangan Syariat dan diketahui secara jelas baik 

jumlah, jenis dan sifatnya. Sesuatu yang berharga atau 

dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat 

kebiasaan setempat.79 

b) Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama 

dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah 

dengan rumah, upah mengerjakan sawah yakni dengan 

sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat 

seperti ini bisa mengantarkan kepada praktek riba.80 

                                                           
78 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 128. 
79 Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Fat-hul Muin (Moch Anwar, terjemahan 

Fat-hul Mu’in, et) (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005), 34. 
80 Rahmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129. 
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c) Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar pada 

saat akad sewa, kecuali apabila ada ketetentuan lain 

dalam akad.81 

d. Manfaat 

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, 

sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan 

diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek 

ija>rah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan 

manfaat itu dapat disamapaikan dengan rinci beberapa 

manfaat yang menjadi objek  ija>rah, misalnya menyewa 

sawah untuk ditanami atau menyewa rumah untuk 

didiami.82  

D. Macam-Macam Ijara>h 

Pada garis besaran ija>rah itu terdiri atas: 

1. Ija>rah ‘Ayyan, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat 

dari suatu benda, seperti rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian 

dan perhiasaan. 

2. Ija>rah ‘Amal, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau 

keahliaan yang dilakukan sesorang, pekerjaan tersebut haruslah jelas 

dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang 

bangunan dan sebagainya. Ija>rah ini ada yang bersifat pribadi, seperti 

                                                           
81 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121. 
82 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74. 
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guru bimbingan belajar dan pembantu rumah tangga dan ada yang 

bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau kelompok orang yang 

menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 

kumpulan buruh pabrik, kumpulan tukang jahit dan sebagainya.83 

E. Aplikasi Ijara>h dalam perbankan Syariah 

Aplikasi i>jarah pada perbankan syariah biasanya terdapat pada 

jenis akad i>jarah muntahiya bi tamlik  (IMBT) atau Financial Lease With 

Purchase Option dan juga terdapat pada jasa Safe Deposit Box (SDB). 

1. IMBT 

IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan 

sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang ditangan penyewa. Biasanya akad ini terjadi pada 

saat pembelian rumah oleh nasabah bank. 

IMBT memiliki banyak bentuk, tergantung pada apa yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Misalnya, 

i>jarah dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam 

i>jarah, harga barang dalam akad dan kapan kepemilikan 

dipindahkan.84 

 

                                                           
83 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 442. 
84 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Insani, 

2001),11. 
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2. SDB 

SDB adalah salah satu jasa perbankan yang berupa tempat 

penyimpanan yang digunakan menyimpan atau menitipkan barang 

berharga atau surat berharga. Barang tersebut haruslah barang yang 

berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.85 

F. Berakhirnya Akad Ijara>h 

Setiap transaksi dalam Ija>rah tentunya ada batas waktu yang 

telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak,keduanya harus 

menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah atau 

mengurangi waktu yang telah ditentukan. Ulama fiqh berpendapat 

bahwa berahirnya akad Ija>rah  adalah sebagai berikut: 

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila 

yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, maka semua 

barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan 

apabila yang disewa itu jasa, maka ia segera dibayar upahnya. 

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad 

Ija>rah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut 

jumhur ulama, akad Ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah satu 

pihak yang berakad, karena menurut mereka bisa diwariskan dan 

                                                           
85 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana, 2016), 259. 
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Ija>rah  sama dengan jual beli, mengikuti kedua belah pihak yang 

berakad. 

3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, 

seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan 

utang yang banyak, maka transaksi ija>rah  batal.86 

4. Pembatalan akad ija>rah  dengan iqalah, yaitu mengakhiri suatu akad 

atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantaranya penyebabnya 

adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan 

hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.87 

5. Objek sewa hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, 

rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa 

musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa tersebut itu 

gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang 

menyewakan.88 

B. FATWA DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh 

imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ija>rah sesuai Fatwa 

DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat 

membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan 

prinsip al-Qard{ sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 

                                                           
86 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 77. 
87 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3. 
88  Rahmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129. 
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1. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qard{ 

a) Pengertian al-Qard{ 

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqtarid) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib 

mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah 

disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada 

nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 

dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan 

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak 

diperjanjikan dalam akad.  

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau 

seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS 

telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 

1)  memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau   

2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

b) Sanksi 

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan 

karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada 

nasabah. Adapun sanksi yang dapat diberikan sebagai berikut :  

1) penjualan barang jaminan. 

2) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 

memenuhi kewajibannya secara penuh.89 

c) Sumber Dana 

Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

1) Bagian modal LKS. 

2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 

                                                           
89 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), jilid 1 edisi revisi 

(Jakarta: Gaung Persada, 2006), 146. 
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3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 

infaqnya kepada LKS. 

d) Penyelesaian Sengketa 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.90 

 

2. Fatwa DSN MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang al-Ija>rah   

a) Pengertian al-Ija>rah   

Akad al-Ija>rah   yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa 

(ujra>h), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri. 

b) Rukun dan Syarat al-Ija>rah   

Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut : 

1)  Si<ghat al-Ija>rah, yaitu: ija>b dan qabu>l berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal 

atau dalam bentuk lain. 

2)   Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi 

jasa dan penyewa/pengguna jasa. 

3)   Obyek akad al-Ija>rah adalah : 

a. manfaat barang dan sewa, atau 

b. manfaat jasa dan upah. 

c) Ketentuan Objek al-Ija>rah 

1) Obyek al-Ija>rah adalah manfaat dari penggunaan barang 

dan/atau jasa. 

                                                           
90 Ibid. 
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2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 

dilaksanakan dalam kontrak. 

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan). 

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syari’ah. 

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jaha>lah (ketidaktahuan) yang akan 

mengakibatkan sengketa. 

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang 

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

atau upah dalam Ijarah. 

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 

dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 

9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

d) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan al-Ija>rah91 

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 

kontrak. 

                                                           
91 Ibid., 105 
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b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materiil). 

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian 

pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

e) Penyelesaian Sengketa al-Ija>rah 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92  Ibid. 
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BAB III 

PRODUK DANA TALANGAN HAJI DI PUSKOPSSIM NU JAWA TIMUR 

  

A. Latar Belakang Berdirinya PUSKOPSSIM NU Jawa Timur 

PUSKOPSSIM (Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu’awanah) NU Jawa 

Timur adalah hasil Revitalisasi dari PUSKOPSSIM (Pusat Koperasi Syirkah 

Mu’awanah) yang berdiri sejak tahun 2003 dan mendapatkan Pengesahan 

berupa Badan Hukum dari Dinas Koperasi dan UKMK (Usaha Kecil 

Menengah Ke atas) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : Badan Hukum 

518.1/BH/49/103/2003 Tanggal 25 Agustus 2003  dengan pendiri dan 

anggota:  

1. Primer Koperasi Syirkah Mu’awanah (Primkosim) Kraksaan,  

2. Primkopsim Bojonegoro,  

3. Primkopsim Bangil,  

4. Primkopsim Kediri dan  

5. Primkopsim Malang93 

Sedangkan yang ditunjuk untuk menjadi pengurus PUSKOPSSIM 

waktu itu sesuai yang tercantum dalam Akta Pendirian adalah : 

Ketua : Drs. H. Abdul Fatah (Kediri) (Alm) 

Sekretaris : Drs. H. Abdul. Kholik (Kraksaan) 

                                                           
93 http://www.puskopssimnujatim.id/ diakses tanggal 19-02-2019. 

http://www.puskopssimnujatim.id/
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Bendahara : H. Sulaiman (Bangil) 

 

Semangat awal dari dibentuknya PUSKOPSSIM waktu itu adalah 

untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan anggota dan 

jajarannya Waktu terus berlalu, kegiatan PUSKOPSSIM sebenarnya berjalan 

hanya dijalankan dan dikendalikan dari rumah Ketua karena kendala Waktu 

dan Lokasi tempat tinggal yang saling jauh sedangkan alat komunikasi tidak 

semudah dan secanggih saat ini. Kegiatan utama yang dilakukan saat itu 

adalah sebagai penyalur pupuk bersubsidi disamping simpan pinjam 

sebagaimana keputusan awal. 

Untuk menjalankan hasil keputusan Musyawarah Kerja Wilayah 

(Muskerwil) 2013 bidang Ekonomi yaitu Program Pengurus Wilayah NU 

terdapat 9 (Sembilan) prioritas terutama ekonomi keumatan yang salah 

satunya adalah dibentuknya Koperasi sebagai jembatan mensejahterakan 

Ekonomi warga Nahdliyyin, maka awal 2016 Ketua Tanfidziyah  PWNU Jawa 

Timur berkenaan akan mendirikan Koperasi, namun karena proses dan 

prosedur yang akan ditempuh lebih panjang, maka diputuskan untuk 

menghidupkan kembali PUSKOPSSIM yang telah lama vakum, maka 

dibentuklah Tim untuk itu. 

Selanjutnya Tim bergerak ke beberapa pihak yang terkait, termasuk ke 

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang menerbitkan Akta 

Badan Hukum PUSKOPSSIM. Atas saran dan masukkan dari Dinkop dan 

UMKM Jatim maka diadakan Rapat Anggota Revitalisasi yang terlaksana 
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pada 19 Maret 2016 dengan dihadiri 17 Koperasi Primer dari beberapa 

kota/cabang di Jawa Timur.94 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi pusat koperasi syariah yang berperan dalam membuka dan 

membina anggota koperasi sebagai lembaga keuangan syariah berbasis NU 

yang profesioanal, akuntable dan inovatif, sehingga terwujudnya mabadi’ 

qoiroh ummah. 

2. Misi 

a. Meningkatkan modal keanggotaan sebagai lembaga koperasi syariah 

b. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk membangun 

sinegritas 

c. Mewujudkan pusat koperasi yang amanah dan professional 

d. Menjadi lembaga koperasi syariah yang maju dan memberikan 

pelayanan terbaik, proaktif dan responsive 

e. Menyatukan potensi perkembangan koperasi Syariah NU agar 

terciptanya pelayanan yang maksimal pada para pelaku ekonomi mikro 

f. Menyediakan pembiayaan bagi anggota koperasi melalui mekanisme 

kerja saling menguntungkan.95 

 

                                                           
94 Siti Nur Faizah, dkk, Laporan Magang di Puskopssim, 2018. 
95 http://www.puskopssimnujatim.id/ diakses tanggal 19-02-2019. 

http://www.puskopssimnujatim.id/
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C. Susunan Pengurus, Pengawas dan Pelindung PUSKOPSSIM NU Jawa 

Timur Periode 2016 – 2019 

1. Pelindung  : (1) KH.Anwar Mansyur (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur) 

 :(2) KH. Marzuki Mustammar (Ketua PWNU Jawa Timur) 

 : (#3) DR. H. Mas Purnomo Hadi, MM (Dinkop Jatim) 

2. Pengawas :  (1)  Drs. H, Nurhadi Ridlwan, MH.  (Koordinator) 

(2) DR. H. M. Fathorrozi, M.Si. 

(3) Drs. H. Misbahul Munir,  MM 

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

1) Memberikan penilaian terhadap  Keputusan Kegiatan PUSKOPSSIM 

NU Jawa Timur. 

2) Mengawasi dan Menjaga agar Kegiatan usaha PUSKOPSSIM NU Jawa 

Timur agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam Rapat Anggota.  

3) Memberikan saran kepada Pengurus dan Manager baik diminta maupun 

tidak diminta. 

4) Membuat Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan dalam Rapat 

Anggota 96 

Tugas Khusus 

                                                           
96 Siti Nur Faizah, dkk, Laporan Magang di Puskopssim, 2018 
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1) Melakukan tugas – tugas khusus yang diamanatkan oleh Rapat Anggota. 

2) Mengembangkan  kemampuan diri melalui training dan sebagainya. 

3. Ketua     : H. Arifin A. Hamid, MM 

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

1) Menyelenggarakan RAT (Rapat anggota tahunan). 

2) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup, Visi dan Misi, 

Tujuan dan sasaran, Strategi Bisnis, RK dan APBK, prediksi lingkungan 

dan persaingan di market bersama – sama dengan Sekretaris dan 

Bendahara. 

3) Mengajukan RK dan RAPB PUSKOPSSIM NU Jawa Timur pada Rapat 

Anggota. 

4) Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan 

pembiayaan sesuai dengan kewenangannya. 

5) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha PUSKOPSSIM 

NU Jawa Timur.97 

4. Wakil Ketua : (1) H. Masyhudi 

     (2) DR. H. A. Rubaidi 

     (3) H. Fauzi Priambodo 

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

                                                           
97 http://www.puskopssimnujatim.id/ diakses tanggal 19-02-2019. 

http://www.puskopssimnujatim.id/
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a. Menyelenggarakan RAT 

b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup, Visi dan Misi, 

Tujuan dan sasaran, Strategi Bisnis, Rapat Kerja (RK) dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Koperasi (APBK), prediksi lingkungan dan 

persaingan di market bersama – sama dengan Sekretaris dan Bendahara. 

c. Menyusun serta menela’ah management Resiko. 

d. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi  Bulanan.98 

5. Sekretaris  : Paryono Nur Abdillah, S.Sos 

6.Wakil Sekretaris : (1) Sunan Fanani, S.Ag., M.Pd.I. 

      (2) Drs. H. Budiono, M.Ak.Ak 

    Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

a. Mengarsip surat-surat keluar masuk, naskah perjanjian, dan administrasi 

umum lainnya yang berkaitan dengan tugas – tugas Pengurus. 

b. Melaksanakan tertib administrasi Keanggotaan, Kepengurusan dan 

Administrasi lainnya. 

c. Membuat Laporan Penerimaan Gaji Bulanan Karyawan untuk disampaikan 

kepada Bendahara. 

d. Bersama – sama dengan Ketua : 

                                                           
98 Siti Nur Faizah, dkk, Laporan Magang di Puskopssim, 2018 
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1) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup, Visi dan Misi, 

Tujuan dan sasaran, Strategi Bisnis, RK dan APBK, prediksi lingkungan 

dan persaingan di market. 

2) Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan 

pembiayaan sesuai dengan kewenangannya. 

3) Membuat Surat – Surat Keputusan sesuai dengan Kewenangannya. 

7.Bendahara : H. Supratno, MM 

8.Wakil Bendahara : Drs. H. Ahsanul Haq. M.Pd.I 

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

a. Melakukan penghimpunan Dana. 

b. Menghitung dan memeriksa uang tunai  setiap hari kerja. 

c. Membuat Laporan  Fixed Asset  PUSKOPSSIM NU Jawa Timur. 

d. Membuat analisis Laporan  Keuangan  (Neraca dan Laba/Rugi)   dan Laporan 

Arus Kas untuk disampaikan kepada Ketua. 

e. Melakukan Kontrol terhadap Kas, Administrasi Keuangan, Administrasi 

Simpanan dan Pembiayaan,  serta administrasi lainnya.99 

f. Bersama – sama dengan Ketua : 

1) Menyusun Rencana Strategis ( Renstra) yang mencakup, Visi dan Misi, 

Tujuan dan sasaran, Strategi Bisnis, RK dan APBK, prediksi lingkungan dan 

persaingan di market. 

                                                           
99 Siti Nur Faizah, dkk, Laporan Magang di Puskopssim, 2018 
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2) Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan 

pembiayaan sesuai dengan kewenangannya. 

3) Menandatangani perjanjian kerja sama, Perjanjian Akad pembiayaan  serta 

dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan. 

4) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk disampaikan dalam RAT.100 

D. Produk-Produk PUSKOPSSIM NU Jawa Timur 

Penghimpunan Dana (Funding)101 

1. Santri NU  

Simpanan dan tabungan ringan NU dimanana simpanan atau 

tabungan yang mengunakan prinsip Wadi’ah (titipan) yang di tujukan 

untuk santri atau pelajar. Banyak manfaat yang ditawarkan  antaralain : 

a. Dana anggota di jamin aman. 

b. Dapat ditarik kapan saja. 

c. Minimal tabungan Rp 1000,00. 

d. Saldo minimum Rp 5000,00. 

e. Gratis biaya administrasi. 

Persyaratan : 

1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. 

2) Menyerahkan fotocopy KTA : Santri/Pelajar/IPNU/IPPNU. 

3) Setoran awal Rp 5000,00. 

2. Siaga NU  

                                                           
100 Siti Nur Faizah, dkk, Laporan Magang di Puskopssim, 2018. 
101 http://www.puskopssimnujatim.id/ diakses tanggal 09-02-2019. 

http://www.puskopssimnujatim.id/
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Simpanan Anggota NU  simpanan dengan menggunakan prinsip 

bagi hasil dengan akad mudharabah  yakni antara kopersi dengan anggota/ 

warga NU dengan nisbah yang telah disepakati / sesuai dengan akad yang 

telah di sepakati sebelumnya. Manfaat dari simpanan Anggota NU :  

a. Dijamin amanah. 

b. Dapat ditarik tunai kapan saja. 

c. Bagi hasil. 

d. Bebas biaya administrasi. 

Persyaratan : 

1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. 

2) Menyerahkan fotocopy identitas KTP dan Kartu Anggota NU. 

3) Setoran awal Rp 100.000,00 selanjutnya minimal Rp 20.000,00.  

3. Simah NU  

Simpanan Perumahan NU dan barang menggunakan prinsip 

murabah antara koperasi kepada anggota. Manfaat yang ditawarkan Simah 

NU ini antara lain : 

a. Membantu anggota memiliki rumah dan barang. 

b. Biaya administrasi ringan. 

c. Angsuran ringan dan tetap dengan kerjasama bank. 

Persyaratan yang di tawarkanpun sangatlah muda yakni : 

1) Mengisi formuir anggota koperasi.  

2) Mendatangani kesepakatan bersama. 

4. Siber NU (Simpanan Berjangka NU) 
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Simpanan dengan jangka waktu tertentu, menggunakan bagi hasil 

(Mudharabah) antara anggota dengan koperasi. Manfaat dari Siber NU ini 

di antaranya yaitu: 

a. Dijamin aman dengan jangka waktu lama. 

b. Bagi hasil dapat ditarik tunai setiap 3 bulan 

c. Simpanan berjangka maksimal 1 tahun. 

Persyaratan : 

1) Mengisi formulir anggota. 

2) Biaya administrasi Rp.10.000,00 

3) Meyerahkan foto copy KTP. 

4) Setoran minimal kelipatan Rp.5.000,00 

Penyaluran Dana (Lending)102 

1. Ija>rah 

Dana talangan PUSKOPSSIM kepada koperasi primer (anggota) 

dengan jangka waktu 3-6 bulan untuk dana talangannya. Contoh: untuk 

pembelian software, sarana kantor, sewa rumah atau kantor, dana talangan 

haji. Dalam akad ini persyaratannya yaitu harus membayar administrasi 

sebesar Rp. 100.000 dan biaya notaris. 

2. Murabaha>h 

Pembiayaan PUSKOPSSIM kepada koperasi primer (anggota) 

menggunakan akad jual beli pengadaan barang dengan waktu yang 

                                                           
102 http://www.puskopssimnujatim.id/ diakses tanggal 19-02-2019. 

http://www.puskopssimnujatim.id/


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

disepakati. Misalnya untuk pembelian mobil, kantor, sepeda motor, 

furniture, mesin, dan lain-lain. 

3. Mudhara>bah 

Pembiayaan modal kerja kepada koperasi primer (anggota) dengan 

prinsip bagi hasil. Adapun Persyaratannya sebagai berikut: 

a. Pengajuan dari anggota 

b. Survey kelayakan 

4. Qard}ul Hasan 

Pembiayaan yang dilakukan oleh PUSKOPSSIM kepadaanggota 

dengan akad Qord}ul Hasan. Misalnya pembiayaan pendirian koperasi 

baru. Adapun Persyaratannya sebagai berikut: 

a. Anggota koperasi. 

b. Persetujuan penguru. 

5. Modal Bersama 

Pembiayaan yang dilakukan oleh anggota kepada 

PUSKOPSSIM untuk masa kerja dengan nilai modal sesuai pernyataan 

masing-masing koperasi prime/BMT dan berbentuk modal sertifikasi 

pemegang modal. Adapun Persyaratannya sebagai berikut: 

a. Minimal modal RP. 500.000.000 persertifikasi. 

b. Bagi hasil sesuai kesepakatan. 

c. Sisa hasil usaha. 
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6. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji 

a. Latar Belakang Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Salah satu rukun Islam adalah Menunaikan ibadah 

haji, merupakan harapan setiap muslim di Indonesia untuk bisa 

menjalankannya. Keinginan mereka yang begitu besar untuk 

melaksanakan ibadah haji tidak dibarengi dengan kemampuan 

mereka dalam hal keuangan. Pada awalnya mereka yang memiliki 

dana terbatas hanya menabung di bank-bank saja untuk perencanaan 

ibadah haji, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan SPPH (surat 

Pemberangkatan Porsi Haji). Berdasarkan peraturan BI (Bank 

Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kemenag  

(Kementerian Agama) yamg termuat dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 24 Tahun 2016 bahwasanya bank tidak boleh 

melakukan pembiyaaan dana talangan haji dan yang bisa hanya LKS 

non bank. 

Berdasarkan permasalahan di atas Puskoppsim NU Jawa 

Timur pada tahun 2017 mengeluarkan produk dana talangan haji, 

sebenarnya produk ini sudah sejak tahun 2016 telah diinstrusikan 

oleh PBNU untuk diadakan tetapi pihak Puskopssim perlu waktu 

selama kurang lebih satu tahun untuk melakukan pengkajian dan 

melengkapi berkas-berkas administrasi dari produk ini. Adanya 
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produk ini di Puskopssim NU Jawa Timur ini disambut antusias oleh 

masyarakat muslim terutama warga NU. Ini dibuktikan dengan rata-

rata pendaftar sekitar 10 sampai 20 orang per bulan, rata-rata alasan 

mereka mendaftar karena mempersingkat masa tunggu haji yang 

kurang lebih 20 sampai 25 tahun untuk wilayah Indonesia.103 

b. Pengertian Dana Talangan 

Dana Talangan Haji adalah Pembiayaan dalam bentuk 

konsumtif yang diberikan oleh pihak  LKS dalam hal ini Puskopssim 

sebagai penyedia dana untuk  ditunjukan kepada nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan 

SPPH atau porsi haji dengan biaya yang ditentukan oleh Kemenag RI 

melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). 

 

c. Syarat-syarat Pembiayaan Dana Talangan Haji 

 Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan dana 

talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur, sebagai berikut:104 

1) Menjadi anggota Puskopssim, apabila belum menjadi anggota 

calon jamaah haji (CJH) harus mendaftarkan diri terlebih dulu 

dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00,- 

                                                           
103 Ali Ihwan, selaku pegawai Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 13-03-2019. 
104 Adi, selaku tim survei CJH Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 13-02-2019. 
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2) Membawa kartu identitas resmi misalnya KTP, SIM, kartu 

pelajar dan NISN. 

3) Membawa kartu keluarga dan kalau sudah menikah membawa 

akta nikah. 

4) Jika masih belum menikah harus menyertakan ijazah atau akta 

lahir, 

5) Membawa slip gaji atau surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau 

surat keterangan usaha (SKU). Jika CJH belum memiliki 

penghasilan tentu, masih sekolah atau masih anak-anak, maka 

harus diwajibkan adanya surat pertanggungjawaban dari orang 

tua kandung CJH tersebut yang disetujui pihak Puskopssim NU 

Jawa Timur. 

6) Membayar setoran awal dan angsuran bulan pertama yang telah 

ditentukan bersama. Hal ini bertujuan untuk melihat 

kesanggupan CJH dalam pembiayaan dana talangan haji. Adapun 

besaran setoran awal, cicilan awal dan jangka waktunya akan 

disajikan dalam table di bawah ini.105 

                                                           
105 Sunan Fanani, selaku wakil sekertaris Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 14-

03-2019. 
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d. Mekanisme Pembiayaan dan Penetapan Ija>rah Dana Talangan Haji  

1) CJH yang ingin mengajukan produk dana talangan haji datang 

langsung ke Puskopssim NU Jawa Timur. 

2) Melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Puskopssim 

NU Jawa Timur. Pendaftara akan terkoneksi dengan sistem 

komputer yang ada di PBNU. 

3) Setelah syarat-syarat sudah terpenuhi, maka pihak Puskopssim 

NU Jawa Timur akan mengirimkan tim untuk melakukan survei 
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ke tempat atau kediamaan CJH, survei ini untuk memastikan 

tempat tinggal CJH dan mengetahui pekerjaan dan penghasilan 

CJH tersebut melalui wawancara. 

4) Setelah survei itu dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan 

dana talangan haji, maka nasabah tersebut akan membuka 

rekening bank yang khusus digunakan untuk penyimpanan dana 

talangan haji (SISKOHAT) bersama pihak Puskopssim NU Jawa 

Timur dalam hal ini bekerjasama dengan bank Muamalat. 

5) Setelah membuka rekening, maka pihak Puskopssim NU Jawa 

Timur akan mengirimkan dana  yang dibutuhkan CJH ke rekening 

CJH dengan akad qard{. 

6) Kemudian dana tersebut diambil oleh pihak CJH dan Puskopssim 

NU Jawa Timur untuk dilakukan pendaftaran ibadah haji di 

Kemenag wilayah domisili masing-masing CJH tersebut, 

selanjutnya CJH melengkapi administrasi syarat-syarat 

pendaftaran ibadah haji misalnya foto dan pengisian formulir. 

7) Setelah pendaftaran dinyatakan sukses, 3 sampai 4 hari pihak 

CJH tersebut akan mendapatkan SPPH (Surat Permohonan Pergi 

Haji) dan mendapatkan porsi haji (Boking Seat). Biaya yang 

ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan SPPH yakni sebesar 

RP. 25.000.000,00 ,-. SPPH sendiri ada dua macam. Yakni, SPPH 

yang asli dan salinannya, yang asli akan dijadikan jaminan oleh 

pihak Puskopssim NU Jawa Timur untuk disimpan di  SDB (Safe 
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Deposit Box) yang ada di bank, sedangkan yang salinan akan 

dibawa CJH. 

8) Untuk menyimpan SPPH tersebut di SDB di bank pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur menetapkan biaya sewa (ija>rah) 

dengan upah (ujra>h) berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyimpan SPPH tersebut. Selain itu biaya ija>rah juga 

diterapkan untuk biaya administrasi pengurusan ibadah haji, 

membeli materai, biaya survei petugas lapangan dan biaya 

asuransi dalam hal ini bekerjasama dengan  perusahaan asuransi 

Askrindo Syariah yang dibayarkan diawal yakni berupa setoran 

awal yang ditetapkan berdasarkan jumlah talangan (qard}) yang 

diberikan pihak Puskopssim NU Jawa Timur kepada CJH. 

9) Kemudian CJH melakukan pembayaran angsuran setiap bulan 

yang telah disepakati atau angsuran dapat dibayarkan setiap 

musim panen sesuai kesepakatan para pihak. Pembayaran dapat 

dilakukan di kantor pos, agen pos dan indomaret seluruh 

Indonesia. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur tidak menerapkan denda atau sanksi 

lainnya, tetapi hanya memberikan waktu tambahan untuk 

membayar. 

10)  Ketika sudah tiba waktu pemberangkatan haji, CJH diwajibkan 

untuk melakukan pelunasaan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji) ke kemenag, jika belum bisa melunasinya maka 
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pemberangkatan CJH akan ditunda sampai ia mampu 

melunasinya. BPIH sendiri ditetapkan oleh pemerintah dalam hal 

ini Kemenag berubah-ubah setiap tahun tergantung dengan nilai 

tukar rupiah terhadap kurs dollar, tahun 2019 BPIH yang 

ditetapkan sebesar Rp. 35.235.602,00,-106 

11)  Selama masa tunggu pemberangkatan CJH dianjurkan untuk 

menabung mempersiapkan kekurangaan BPIH agar bisa 

berangkat tepat waktu. 

12) Untuk keberangkatan haji semua diatur oleh Kemenag.107 

e. Berakhirnya Pembiayaan Dana Talangan Haji 

 Ada beberapa penyebab berakhirnya pembiayaan dana 

talangan haji. Yakni: 

1) CJH telah melakukan pembayaraan secara lunas, 

2) CJH melakukan pengunduran diri karena tidak mampu 

melanjutkan pembayaran angsuran. Uang CJH akan 

dikembalikan oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur yang 

terlebih dahulu akan dihitung biaya ijara>h selama proses 

pembiayaan kemudian sisa uang tersebut dikembalikan dan SPPH 

CJH akan dikembalikan ke Kemenag wilayah domosili CJh 

tersebut. 

                                                           
106 Keppres Nomor 8 Tahun 2019. 
107 Sunan Fanani, selaku wakil sekertaris Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 14-

03-2019. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

3) Jika terjadi keterlambatan pembayaraan angsuran  selama 3 kali 

secara berturut-turut, maka pihak Puskopssim NU Jawa Timur 

akan terlebih dahulu memberi surat peringatan kemudian kalau 

masih belum bisa melakukan pembayaraan, CJH tersebut akan 

disuruh untuk membuat surat pengunduran diri. Skema proses 

pengembalian uang CJH sama seperti poin 2. 

4) Jika CJH meninggal dunia, maka bisa digantikan ahli warisnya 

dengan surat pernyataan keluarga atau birokrasi setempat 

rt/rw.108 

f. Manfaat Dana Talangan Haji 

 Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya produk 

dana talangan haji ini baik dari pihak Puskopssim ataupun Nasabah 

CJH diantaranya : 

Untuk nasabah  :  

1) CJH bisa mendaftar haji dengan cepat. 

2)  CJH mendapatkan nomor porsi haji dan SPPH. 

3) Dengan adanya produk ini dapat mempersingkat waktu tunggu 

haji. 

4) Bisa menyiapkan kekurangan BPIH dengan waktu yang telah 

ditentukan.109 

 

                                                           
108 Ali Ihwan, selaku pegawai Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 13-03-2019. 

 
109 Dhikri, selaku Nasabah CJH NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 15-03-2019. 
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Untuk Puskopssim : 

1)  Bisa menambah jumlah anggota koperasi dengan produk ini 

karena antusias tinggi dari masyarakat Islam. 

2)  Menjaga stabilitas transaksi di Puskopssim NU Jawa Timur. 

3)  Mendapatkan ujra>h dari akad ija>rah dari produk dana 

talangan haji. 

4)  Menjadikan Puskopssim lebih dikenal lagi oleh masyarakat 

Islam.110 

 

                                                           
110 li Ihwan, selaku pegawai Puskopssim NU Jawa Timur, Wawancara, Surabaya , 13-03-2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM  ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 29/DSN-

MUI/VI/2002 TERHADAP PENETAPAN IJA>RAH PADA AKAD DANA 

TALANGAN HAJI DI PUSKOPSSIM NU JAWA TIMUR 

A. Praktek Penetapan Ija>rah  Pada Akad Dana Talangan Haji di Puskopssim 

NU Jawa Timur. 

Berdasarkan  data yang penulis paparkan dalam bab III terkait 

dengan penerapan aplikasi pembiayaan produk dana talangan haji di 

Puskopssim NU Jawa Timur, dijelaskan bahwa Puskopssim NU Jawa 

Timur sendiri dalam penerapan produk dana talangan haji menggunakan 

dua akad yakni pertama, akad qard{  (pinjaman atau talangan dana) dan 

kedua, akad ija>rah (sewa jasa) dalam pembiayaan tersebut. 

 Dengan ketentuan akad qard{  diterapkan ketika calon jamaah haji 

yang ingin menunaikan ibadah haji tersebut membutuhkan dana untuk 

pendaftaran ibadah haji, calon jamaah haji tersebut bisa langsung datang 

ke Puskopssim NU Jawa Timur dengan syarat-syarat yang telah diuraikan 

di bab III, kemudian pihak Puskopssim NU Jawa Timur memberikan dana 

talangan atau pinjaman yang dibutuhkan jamaah tersebut untuk mendaftar 

haji dan memperoleh SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) serta 

mendapatkan porsi haji (Boking Seat) dari kemenag. Biaya yang 

ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan SPPH yakni sebesar RP. 
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25.000.000,00 ,-. Dana talangan tersebut akan ditransfer oleh pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur ke rekening khusus calon jamaah haji yang 

digunakan untuk menyimpanan dana talangan haji (SISKOHAT), dalam 

hal ini pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam hal ini bekerjasama dengan 

bank Muamalat. Calon jamaah haji tersebut wajib melunasi dari jumlah 

pokok pinjaman, dimana pembayaran dilakukan secara angsuran dengan 

waktu tertentu yang telah disepakati bersama pada saat akad. 

Sedangkan, akad ija>rah sendiri dalam pembiayaan dana talangan 

haji di Puskopssim NU Jawa Timur diterapkan dalam hal sewa jasa 

administrasi, meliputi biaya pengurusan pendaftaran haji di kemenag untuk 

memperoleh SPPH dan mendapatkan porsi haji (Boking Seat) dari 

kemenag, biaya pembelian materai, biaya survei lapangan ke domisili atau 

rumah calon jamaah haji yang dilakukan oleh tim khusus dari pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur dan biaya asuransi dalam hal ini bekerjasama 

dengan  perusahaan asuransi Askrindo. Selain itu akad ija>rah juga 

diterapkan dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal 

ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (Safe Deposit 

Box) yang ada di bank yang didasarkan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyimpan SPPH tersebut dan berapa banyak pinjman yang diberikan oleh 

pihak Puskopssim NU Jawa Timur kepada calon jamaah haji. Dalam akad 

ija>rah biasanya pihak Puskopssim NU Jawa Timur menerapkan upah jasa 

(fee/ujrah). 
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B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002  

Terhadap Penetapan Ija>rah  Pada Akad Dana Talangan Haji di Puskopssim 

NU Jawa Timur. 

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ija>rah  Pada Akad Dana 

Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur. 

Produk pembiayaan dana talangan haji adalah akad pinjaman 

atau talangan (qard{) yang dipinjamkan oleh LKS dalam hal ini 

Puskopssim NU Jawa Timur kepada nasabah atau calon jamaah haji 

untuk menutupi kekurangan dana untuk mendaftar ibadah haji atau 

memperoleh porsi haji (booking seat) pada saat pelunasan BPIH (Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini akan ditransfer ke rekening 

khusus haji (SISKOHAT) calon jamaah haji, kemudian calon jamaah 

haji itu wajib mengembalikan dana talangan tersebut dalam jangka 

waktu tertentu. 

Qard{  secara terminologi qard} berarti pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.111 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah al-Qard{ adalah 

penyediaan dana atau tagihan antara LKS (muqrid{ )  dengan pihak 

peminjam (muqtarid{) yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

                                                           
111 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 131. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 
 

melakukakan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu 

tertentu. 

 Di dalam hukum Islam syarat sahnya suatu akad dapat tercapai 

apabila para pihak dapat memenuhi rukun dan syarat akad tersebut, adapun  

rukun dan syarat akad qard{ sebagai berikut: 

1. Pihak yang berakad (A<qid) 

a. Pihak yang Meminjam (muqtarid{), dalam hal ini pihak nasabah atau 

calon jamaah haji. 

b. Pihak yang memberikan pinjaman (muqrid{), dalam hal ini pihak 

LKS yakni pihak Puskopssim NU Jawa Timur. Adapun syarat-

syaratnya. 

1) Cakap dalam bertindak hukum seperti baligh dan berakal. 

2) orang yang tidak di bawah pengampuan (mahjur) karena boros 

atau lainnya.112 

 Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU Jawa Timur 

para pihak ini benar-benar telah memenuhi syarat-syarat tersebut, 

dibuktikan dengan adanya akta pendirian koperasi syariah dari 

dinas terkait, dalam hal ini sebagai pemberi pinjaman (muqrid{), 

sedangkan penerima pinjaman (muqtarid{) dalam hal ini pihak 

nasabah atau calon jamaah haji diberikan beberapa persyaratan 

khusus misalnya Membawa kartu identitas resmi misalnya KTP, 

                                                           
112 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 
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SIM, kartu pelajar dan NISN. Sebagaimana telah dijelaskan di 

bab III. 

2. Dana atau barang yang dipinjamkan (Ma’qu>d ‘alaih) 

 Adapun syarat-syaratnya adalah baik berupa barang-barang yang 

ditakar dan ditimbang (mauzu>na>t), maupun qi<miya>t (barang-barang 

yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang 

dagangan, dan barang yang dihitung. 113 

 Dalam praktek di Puskopssim NU Jawa Timur yang dijadikan 

objek akad (Ma’qu>d ‘alaih) adalah dana talangan haji yang telah 

ditentukan besarannya oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur. Adapun 

besaran telah diuraikan dalam bab III. 

3. Si<ghat (ija>b dan qabu>l) 

Ijab qabul disebut juga s}i>ghat al-‘aqdi, yaitu perkataan atau yang 

menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi 3 

unsur : 

a. Harus terang pengertiannya. 

b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. 

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan.114 

 Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU Jawa Timur para 

pihak ini melakukan kesepakatan dengan cara mengisi dan 

                                                           
113 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Amzah, 2010) 278. 
114 M. Hasby as}-S}iddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 24. 
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mentandatangani formulir pendaftaran produk pembiayaan dana 

talangan haji yang juga dilengkapi materai. 

Seperti yang penulis uraikan di atas, maka penulis dapat 

menganalisis bahwasannya akad qard{ dalam prakteknya di Puskopssim 

NU Jawa Timur pada produk pembiayaan dana talangan haji sudah 

memenuhi rukun dan syarat qard{. Sesuai dengan dasar Alquran Surat 

al-H}adi<d ayat 11 

َ قَ رْضاا حَسَناا فَ يُضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريٌَ مهن ذَا      الهذَي يُ قْرَضُ الِلّه

 
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”115  

 

Selain mengunakan akad qard}  dalam produk pembiayaan dana 

talangan haji Puskopssim NU Jawa Timur sendiri juga menggunakan 

ija>rah. Sedangkan  ija>rah Menurut Fatwa DSN adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, 

dalam akad Ijara>h tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 

pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.116  

                                                           
115Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 539. 
116 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 2005), 147. 
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Di dalam hukum Islam syarat sahnya suatu akad dapat tercapai 

apabila para pihak dapat memenuhi rukun dan syarat akad tersebut, 

adapun  rukun dan syarat akad ija>rah sebagai berikut: 

1. A<qid (orang yang berakad). 

Orang yang terlibat akad dalam akad ija>rah, yakni:  

a. Pihak pemberi sewa (mu’ajir), dalam hal ini pihak LKS yakni 

pihak  Puskopssim NU Jawa Timur. 

b. Pihak penerima sewa (musta’jir), dalam hal ini pihak nasabah 

atau calon jamaah haji. 

Agar akad Ijara>h sah para pihak yang berakad harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Cakap dalam bertindak hukum seperti baligh dan berakal. 

2) Saling Ridha (suka sama suka) 117 

 Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU 

Jawa Timur para pihak ini benar-benar telah memenuhi 

syarat-syarat tersebut, dibuktikan dengan adanya akta 

pendirian koperasi syariah dari dinas terkait, dalam hal ini 

sebagai pihak pemberi sewa (mu’ajir),  sedangkan Pihak 

penerima sewa (musta’jir), dalam hal ini pihak nasabah atau 

calon jamaah haji diberikan beberapa persyaratan khusus 

misalnya Membawa kartu identitas resmi misalnya KTP, 

                                                           
117 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 106. 
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SIM, kartu pelajar dan NISN. Dalam aspek saling ridha ini 

dibuktikan dengan adanya kesepakatan hitam di atas putih 

bermaterai. Sebagaimana telah dijelaskan di bab III. 

2. Si<ghat (ija>b dan qabu>l) 

 Si<ghat (ija>b dan qabu>l) disyaratkan jelas maksud dan isinya, 

baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, 

harus jelas jenis akad yang dikhendaki, begitu halnya dengan 

qabu>l harus jelas maksud dan isinya akad.118 

 Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU Jawa 

Timur para pihak ini melakukan kesepakatan dengan cara 

mengisi dan mentandatangani formulir pendaftaran produk 

pembiayaan dana talangan haji yang juga dilengkapi materai. 

3. Ujrah (upah/sewa). 

Sesuatu yang dijadikan upah atau imbalan dalam akad 

ija>rah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

d) Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta 

dalam pandangan Syariat dan diketahui secara jelas baik 

jumlah, jenis dan sifatnya. Sesuatu yang berharga atau 

dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan 

setempat.119 

                                                           
118 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 128. 
119 Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Fat-hul Muin (Moch Anwar, terjemahan 

Fat-hul Mu’in, et) (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005), 34. 
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e) Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama 

dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah 

dengan rumah, upah mengerjakan sawah yakni dengan 

sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti 

ini bisa mengantarkan kepada praktek riba.120 

f) Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar pada saat 

akad sewa, kecuali apabila ada ketetentuan lain dalam 

akad.121 

Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU 

Jawa Timur, dalam hal ini di Puskopssim NU Jawa Timur, 

sebagai pihak pemberi sewa (mu’ajir) membebankan upah 

kepada Pihak penerima sewa (musta’jir), dalam hal ini 

nasabah atau calon jamaah haji. Upah diberikan untuk 

sewa jasa administrasi, meliputi biaya pengurusan 

pendaftaran haji di kemenag untuk memperoleh SPPH dan 

mendapatkan porsi haji (Boking Seat) dari kemenag, biaya 

pembelian materai, biaya survei lapangan ke domisili atau 

rumah calon jamaah haji yang dilakukan oleh tim khusus 

dari pihak Puskopssim NU Jawa Timur dan biaya asuransi 

dalam hal ini bekerjasama dengan  perusahaan asuransi 

Askrindo.  

                                                           
120 Rahmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129. 
121 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121. 
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Selain itu, upah juga diterapkan dalam hal sewa 

tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH 

calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (Safe 

Deposit Box) yang ada di bank. Besaran upah telah 

ditentukan para pihak pada saat akad. Pembayaraan upah 

dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama, upah 

diberikan pada saat akad berupa setoran awal dan cicilan 

awal yang digunakan pengurusan administrasi ibadah haji, 

tahap kedua, upah dibayarkan setiap bulan digunakan 

dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam 

hal ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal 

SDB (Safe Deposit Box) yang ada di bank. Besaran upah 

ditentukan berdasarkan waktu dan besaran dana talangan 

haji yang dipinjam nasabah. 

4.  Manfaat 

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, 

sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan 

diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek 

ija>rah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan 

manfaat itu dapat disamapaikan dengan rinci beberapa 

manfaat yang menjadi objek ija>rah, misalnya menyewa 
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sawah untuk ditanami atau menyewa rumah untuk 

didiami.122  

Dalam praktek penerapannya di Puskopssim NU 

Jawa Timur, dalam hal ini di Puskopssim NU Jawa Timur, 

manfaat sewa diketahui secara sempurna misalnya sewa 

sewa tempat penyimpanan surat berharga atau yang lebih 

dikenal SDB (Safe Deposit Box) yang ada di bank yang 

digunakan dalam hal ini untuk menyimpan SPPH calon 

jamaah haji. 

 Di Puskopssim NU Jawa Timur akad ija>rah diterapkan dalam hal  

sewa jasa administrasi, meliputi biaya pengurusan pendaftaran haji di 

kemenag untuk memperoleh SPPH dan mendapatkan porsi haji 

(Boking Seat) dari kemenag, biaya pembelian materai, biaya survei 

lapangan ke domisili atau rumah calon jamaah haji yang dilakukan oleh 

tim khusus dari pihak Puskopssim NU Jawa Timur dan biaya asuransi 

dalam hal ini bekerjasama dengan  perusahaan asuransi Askrindo. 

Selain itu akad ija>rah juga diterapkan dalam hal sewa tempat 

penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon jamaah haji atau 

yang lebih dikenal SDB (Safe Deposit Box) yang ada di bank. 

Dalam pemaparan di atas yang telah diuraikan penulis, maka 

penulis menganalisis bahwasanya praktek penetapan ija>rah  pada akad 

                                                           
122 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74. 
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Dana Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur telah sesuai 

dengan hukum Islam, karena penetapan tersebut sudah disepakati dan 

diketahui para pihak pada saat akad sesuai dengan hadist: 

 (رواه عبد الرزاك)  هُ أُجْرَ  فَ لْيُ عْلَمْهُ  مَنَ اسْتَجَارَ أَجَيْ راا

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya 

ia menentukan upahnya “(HR. Abd ar-Razzaq dari Abu  Hurairah 

dan Abu Sa’id al-Khudri).123 

 

2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap 

Penetapan Ija>rah  Pada Akad Dana Talangan Haji di Puskopssim NU 

Jawa Timur. 

Di dalam Fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh 

Lembaga Keuangan Syariah, ada beberapa ketentuaan yang harus 

dilaksanakan oleh pihak LKS dalam hal ini pihak Puskopssim NU Jawa 

Timur untuk menerapkan produk dana talangan haji. Ketentuannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan 

jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ija>rah sesuai Fatwa DSN-

MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 

                                                           
123 Ibid., 374. 
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2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran 

BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard{ sesuai Fatwa 

DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan 

dengan pemberian talangan haji. 

4. Besar imbalan jasa al-Ija>rah tidak boleh didasarkan pada jumlah 

talangan al-Qard{ yang diberikan LKS kepada nasabah.124 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis 

akan menjelaskan tentang praktek penerapan fatwa DSN Nomor 

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh 

Lembaga Keuangan Syariah, Puskopssim NU Jawa Timur, yaitu: 

a. Dalam pengurusan perjalanan ibadah haji bagi nasabah, dimana 

pihak Puskopssim NU Jawa Timur  menggunakan akad al-Ija>rah 

yang disertai  dengan adanya imbalan jasa (fee/ujrah). Di 

Puskopssim NU Jawa Timur    Akad ija>rah diterapkan dalam hal  

sewa jasa administrasi, meliputi biaya pengurusan pendaftaran haji 

di kemenag untuk memperoleh SPPH dan mendapatkan porsi haji 

(Boking Seat) dari kemenag, biaya pembelian materai, biaya survei 

lapangan ke domisili atau rumah calon jamaah haji yang dilakukan 

oleh tim khusus dari pihak Puskopssim NU Jawa Timur dan biaya 

asuransi dalam hal ini bekerjasama dengan  perusahaan asuransi 

                                                           
124 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), jilid 1 edisi revisi 

(Jakarta: Gaung Persada, 2006), 176. 
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Askrindo. Selain itu akad ija>rah juga diterapkan dalam hal sewa 

tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon 

jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (Safe Deposit Box) yang 

ada di bank. Praktek tersebut sesuai dengan prinsip al-Ija>rah yang 

terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 

b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran 

BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard{ sesuai Fatwa 

DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Di Puskopssim NU Jawa 

Timur sendiri dalam praktek penerapan produk dana talangan haji 

kepada nasabah menggunakan prinsip al-Qard, dimana diterapkan 

ketika calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji 

tersebut membutuhkan dana untuk pendaftaran ibadah haji, calon 

jamaah haji tersebut bisa langsung datang ke Puskopssim NU Jawa 

Timur dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di bab III, 

kemudian pihak Puskopssim NU Jawa Timur memberikan dana 

talangan atau pinjaman yang dibutuhkan jamaah tersebut untuk 

mendaftar haji dan memperoleh SPPH (Surat Permohonan Pergi 

Haji) serta mendapatkan porsi haji (Boking Seat) dari kemenag. 

Praktek yang dilakukan pihak Puskopssim NU Jawa Timur  dengan 

prinsip al-Ija>rah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 

9/DSN-MUI/IV/2000. 

c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh 

dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Praktek yang 
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terjadi di Puskopssim NU Jawa Timur, pembayaraan ujrah  

didasarkan  atau dibarengi dengan pemberian dana talangan haji 

kepada nasabah. Aplikasinya dilakukan ketika pembukaan rekening 

khusus tabungan ibadah haji (SISKOHAT) dalam hal ini pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur  bekerjasama dengan bank syariah 

muamalat. Setelah pengurusan tabungan khusus haji ini selesai 

dibuat, pihak Puskopssim NU Jawa Timur  akan meminta nasabah  

untuk membayar setoran awal dengan jumlah yang telah ditentukan 

bersama antara pihak Puskopssim NU Jawa Timur  dengan nasabah. 

Dalam pembayaran setoran awal tersebut yang akan dimasukan di 

buku tabungan khusus haji sudah termasuk dana talangan dan 

ujrahnya, sebagaimana telah diuraikan penulis di bab III. Hal ini 

sangat bertentangan dengan poin ini. 

d. Besar imbalan jasa al-Ija>rah tidak boleh didasarkan pada besaran 

talangan al-Qard{ yang diberikan LKS kepada nasabah. Praktek yang  

terjadi Puskopssim NU Jawa Timur besar imbalan jasa al-Ija>rah 

yang didasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan SPPH 

tersebut dan berapa banyak pinjman yang diberikan oleh pihak 

Puskopssim NU Jawa Timur kepada nasabah calon jamaah haji. Hal 

ini sangat bertentangan dengan poin ini. 

Dalam pemaparan di atas yang telah diuraikan penulis, maka 

penulis menganalisis bahwasanya praktek penetapan ija>rah  pada 

akad Dana Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak 
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sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 

tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan, 

terdapat pada poin 3 dan 4 fatwa tersebut, dimana Jasa pengurusan 

haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur 

dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besar 

imbalan jasa al-Ija>rah didasarkan pada besaran talangan al-Qard{  

yang diberikan LKS kepada nasabah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari paparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam 

skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa 

Timur menggunakan akad qard{ dan ija>rah. Dalam prakteknya  

Puskopssim NU Jawa Timur menentukan besar imbalan ija>rah 

berdasarkan pada besaran dana talangan qard{ yang diberikan kepada 

nasabah dan waktu yang diperlukan nasabah untuk melunasi dana 

talangan haji. 

2. Dalam Analisis hukum Islam praktik penerapan ija>rah yang 

berdasarkan besaran qard{ pada akad dana talangan haji di Puskopssim 

NU Jawa Timur, diperbolehkan karena telah sesuai dengan definisi, 

rukun dan syarat ija>rah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh 

Lembaga Keuangan Syari’ah, praktek penetapan ija>rah  pada akad Dana 

Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak sesuai, karena, jasa 

pengurusan haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur 

dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besar imbalan 
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jasa al-Ija>rah didasarkan pada besaran talangan al-Qard{  yang diberikan 

LKS kepada nasabah. 

B. SARAN 

1. Sebaiknya pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam produk 

pembiayaan dana talangan haji tidak mempersyaratkan jasa pengurusan 

dengan pemberian dana talangan haji dan Besar imbalan jasa al-Ija>rah 

didasarkan pada besaran talangan al-Qard. Bisa menggunakan sistem 

infaq ataupun sedekah para calon jamaah haji. 

2. Puskopssim NU Jawa Timur sebaiknya lebih berinovasi lagi dalam 

peningkatkan produk dana talangan haji, misalnya, dengan memberikan 

penghargaan khusus kepada nasabah yang selalu tepat waktu dalam 

membayar angsuran dana talangan haji tersebut.  

3. Puskopssim NU Jawa Timur sebaiknya lebih gencar lagi 

mensosialisasikan produk ini ke masyarakat Islam di Indonesia, agar 

lebih diketahui dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
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